
 

 

ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN PAJAK JAMINAN 

HARI TUA (JHT) PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR 

CABANG PALEMBANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Oleh: 

Hidayatun Nisa 

01031381821075 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi 

 

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN 

TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 

PALEMBANG 

2022



   

 

ii 

 

 

  



   

 

iii 

 

  



   

 

iv 

 

  



   

 

v 

 

MOTTO 

 

“Akan selalu ada jalan menuju kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut 

mau bekerja keras dan berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada.” 

 

“Orang yang paling pemaaf, dialah yang mau memafkan meski bisa membalas 

dendam.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU ““No.40 Tahun 2004, jaminan sosial” adalah suatu ““bentuk perlindungan 

sosial” yang bertujuan “untuk menjamin agar” semua orang “dapat memenuhi kebutuhan” 

dasarnya untuk kehidupan “yang layak. Salah satu program yang” dilakukan “pemerintah 

untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan” sehari-hari serta mengatasi segala 

risiiko yang mengancam “kehidupan masyarakat adalah” Jamsostek. Sistem “Jaminan 

Sosial Nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial”.   

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, 

jaminan sosial adalah “program negara yang bertujuan untuk” menjamin terciptanya 

“perlindungan” sosial “dan kesejahteraan bagi” semua orang, serta mencapai “tujuan sistem 

jaminan sosial nasional”, maka perllu dibentuuk suatu baadan administratif “yang 

berbentuk badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program 

jaminan sosial (UU 24/2011). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2011, BPJS menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional” bagi seluruh rakyat Indonesia 

berdasaarkan asass kemanusiiaan, kepantasan, maupun keaadilan sosiaal. Sedangkan 

BPJS menggunakan siistem jaminaan sosiall Pasal 4 “berdasarkan prinsip 

kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan”, kebijaksanaan, tanggung jawab, 
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profiitabilitas, kepesertaaan wajiib, kewenangan danaa, dann hasiil pengelolaaan. 

Danaa Jamiinan Sosiaal digunakan semata-mata “untuk pengembangan program dan 

untuk sebesar-besarnya” manfaat peseerta. Sebaagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU 

No. 24 Tahun 2011 BPJS meliputi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS 

Kesehatan menawarkan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

menawarkan 4 (empat) program, yaitu jaminan kematian, jaminan santunan pekerja, 

jaminan hari tua dan jaminan pensiun.   

BPJS Ketenagakerjaan adalah entitas publik yang menyelenggarakan program 

kesejahteraan karyawan. Penjaminan ini bertujuan, khususnya untuk mengatasi risiko 

yang timbul di dunia kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Program ini 

“bertujuan untuk memberikan perlindungan” kepada pekerja untukk memelihara “dan 

mengatasi masalah sosial ekonomi yang” muncul “dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan” terbatas pada 

tindakan “penanggulangan terhadap risiko sosial berupa kecelakaan kerja, sakit, 

pensiun, dan risiko” lainnya yanng mengurangi kemampuan tenaaga kerjaa manual 

untuk menghasilkan pendapatan. Sebaagai lembaga jaminaan sosiaal yang bersifat 

multiprofil, “BPJS Ketenagakerjaan” wajib menghimpun daan memungutn iuran dari 

peserta serta “pemberi kerja untuk” pengelolaan daan pengembangan lebih lanjut, “serta 

memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan” UU SJSN. Jumlah “iuraan 

yaang” harus “diibayarkan daan” tunjangan “yaang diiterima” seorang anggota bergantung 

pada gaji yang diterima pekerja dari agen tempatnya bekerja. Sedangkan manfaat yang 

dapat diperoleh anggota bergantung “pada program yang diikuti oleh” anggota. “Setiap 
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program memiliki manfaat dan” perkembangan “yang berbeda, sesuai dengan” hukum 

tertulis (Annika, 2021).  

Jaminan hari tua merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan yang saat ini dinilai paling menguntungkan bagi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sesuai dengan PP No.46 Thn 2015 tentaang Pemberlakuan JHT, 

skema “JHT adalah manfaat tunai yang” dibayarkan kepada peseerta yang telah 

mencapai usiaa tertentuu, tidaak lagi “ingin bekerja, cacat total tetap” dan oleh karena 

itu tidak dapat bekerja “atau meninggal dunia dan diberikan” untuk jangka “waktu tertentu 

setelah mencapai” jumlah minimum anggota “10 (sepuluh) tahun. JHT merupakan 

program yang” diyakini memiiliki manfaaat luar biasa daalam menjaga kelangsungan 

hidup “tenaga kerja baik saat ini maupun di” hari tuaa. JHT daapat digunakan “sebagai 

tabungan masa depan untuk” menutupi risiiko jiwa yaang mungkin timbul masa depan, 

termasuk risiiko sosiaal ekonomia. Dalamn kondisii tertenntu, danaa yaang sebaagian 

dipungut dr pekerja “sangat diperlukan untuk menopang kehidupan” meskipun “masih 

dalam usia” kerja. “Untuk itu, Pemerintah” mengubah PP Nomor 46 Thn 2015 dengaan 

PP Nomor 60 Thn 2015, yang menurutnya “manfaat JHT dapat” diperoleh jika “peserta 

berhenti bekerja dengan” masa tunggu “1 (satu) bulan setelah” berakhirnya pekerjaan. 

dann tidaak lagii Anda haruus menuunggu keanggotaan miniimal 10 thn (Cantika, 

2021).  

“Pencairan jaminan hari tua dapat ditetapkan dan dikenai tarif pajak bagi subjek 

pajak. Jika sesuai” dengan aturan pemotongann PMK No 16/PKM.”03/2010, tentang 

Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Pesangon, 
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Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan 

sekaligus. Penghasilan tambahan penerima” dana pencaiiran didapatkan dari hasil “iuran 

yang dibayarkan pemberi kerja dan dapat” disebut sebaagai penghasilaan di luar 

penghaasilan pokokk pekerjaa. 

Wajar saja dengan aturan baru ini, jumlah pekerja yang mengajukan dana JHT 

akan bertambah. Bahkan, setiap pekerja yang tidak bekerja lagi dapat mencairkan dana 

pajak “JHT yang dibayarkan setiap bulan. Untuk” melaksanakan hak tersebut, “BPJS 

Ketenagakerjaan” telah menetapkan prosedur sesuai dengan Peraturan Badan “BPJS 

Ketenagakerjaan” No. “PERDIR/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Program” Pensiun, 

yang berlaku sejak pendaftaran peserta sampai dengan pengajuan permohonan JHT 

dana “telah dibayarkan. Sebagai bentuk instansi yang telah memiliki tata kelola yangg 

baiik, susunan direksii inii tentu menjaadi saalah satuu bahan penetapan sistemm 

pencairaan pajak JHT (Dewi, 2021). Tentu saja, proses ini meminimalkan kesalahan 

atau pembayaran yang terlewat. “Prosedur ini juga” harus “menjadi acuan yang paling” 

tepat agar “tidak ada lagi perbedaan persepsi” masing-masing peserta saat mengajukan 

ketentuan hari tua. 

Dengan adanya JHT paruh waktu, kesediaan tenaga kerja “untuk menanggung 

risiko sosial” dan ekonomii tentu meningkat. JHT merupakan salah satu tabungan 

tenaga kerja masa depan “setelah keluar dari instansi” tempatnya bekerjaa. Semakiin 

banyaak pekerja yg mengajukan pencairan pajak, semakiin banyak “tantangan yang 

dihadapi BPJS Ketenagakerjaan” dalam “memberikan pelayanan” penanganan pencairan 

pajak “yang efektif dan efisien” kepada para anggotanya (Ichsan, 2020). 
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BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang merupakan kantor cabang dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Kantor cabang Palembang ini menerima pencairan pajak dari peserta 

asuransi, termasuk pembayaran “jaminan hari tua. Pelaksanaan pembayaran” hak JHT 

pada “BPJS Ketenagakerjaan cabang” Palembang “tentunya berdasarkan prosedur yang 

ada, namun tidak” dapat “dipungkiri masih terdapat beberapa” poin “yang kurang sesuai” 

untuk pelaksanaannya, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan.  

“Manfaat jaminan hari tua” tidak “sesuai dengan peraturan yang” berlaku. “Karena 

jelas bahwa manfaat hari tua” melayani kesejahteraan orang tua. Namun, dengan 

perubahan aturan, setiap pekerja yang tidak lagi bekerja dapat mengajukan atau 

membayar jaminan hari tua, berapa pun usianya. Selain dana “jaminan hari tua, 

perhitungan saldo jaminan hari tua juga erat kaitannya dengan dana jaminan hari tua, 

sehingga” perhitungannya “tidak kalah menarik” bagi “penulis, karena dalam hal ini 

terdapat” perubahan tahunan. pada tingkat bunga “peserta BPJS Ketenagakerjaan” 

menggunakan “dana jaminan hari” tuanya, penarikan dana pada saat peserta mencapai 

usia tua daripada penarikan dana pada usia muda (Ichsan, 2020). 

Pengguna JHT umumnya tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena 

sebagian besar dana JHT ditarik oleh orang pribadi yang mengalami cacat, meninggal 

dunia, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiun, dan keadaan lainnya. Artinya 

keadaan wajib pajak yang menggunakan JHT menunjukkan bahwa beban hidup 

bertambah karena kurangnya penghasilan. Dari perspektif Keynesian, dengan 

pendekatan ekonomi tiga sektor, pendapatan disposabel merupakan faktor kunci yang 

dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan suatu masyarakat atau 
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rumah tangga. Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena konsumen JHT yang tidak 

puas dengan aturan perpajakan, maka pengenaan tarif pajak harus ditinjau ulang. 

Sehingga peserta pengguna JHT merasa puas dengan program JHT tanpa 

mengorbankan fungsi konsumsi dan tabungan. Menurut penelitian Coe (2011), kondisi 

perpajakan yang tidak menguntungkan membuat sistem perpajakan kurang mampu 

mendistribusikan keadilan. 

Dalam pemungutan pajak atas pinjaman JHT digunakan dua jenis tarif pajak, 

yaitu tarif progresif Pasal 17(1) dan pajak penghasilan final menurut Pasal 21. Menurut 

Resmi (2013:15), tarif pajak progresif dalam bentuk persentase tertentu, yang 

meningkat dengan bertambahnya basis pajak. Artinya, jika dana yang dikirim oleh JHT 

besar, maka jumlah pajak yang dipungut juga akan besar, begitu pula sebaliknya. 

Pemberlakuan tarif pajak progresif terjadi ketika anggota menarik saldo JHT mereka 

dari pengguna JHT dengan tarif 10% dan 30% dari total uang JHT. Syarat jatah 10% 

dan 30% adalah usia kepesertaan JHT minimal 10 tahun dan anggota pengguna JHT 

masih aktif. Sementara model tarif pajak progresif mencerminkan prinsip redistribusi 

pendapatan, perlu dicatat bahwa tarif ini juga memiliki kelemahan, seperti sistem yang 

kompleks dan terlalu banyak aturan (Bikas, 2012). 

Kedua, sebagian dikenakan tarif PPh final pada saat pengambilan dana JHT 

sesuai Pasal 21. Pajak penghasilan final ialah pajak yang dibebankan pada tarif yang 

telah ditetapkan dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh pada tahun 

berjalan yang telah diterima. atau diperoleh. Tarif pajak final atas penarikan JHT 

bervariasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2009. Jika 
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anggota pengguna JHT menarik dana JHT kurang dari 50 juta, dikenakan tarif pajak 

final sebesar 0%. Untuk jumlah di atas 50 juta, tarif akhir 5% akan dikenakan. 

Ketentuan tarif pajak final hanya berlaku bagi pengguna JHT yang cacat, meninggal 

dunia dan potongan harga, serta pensiun yang tidak pernah menerima uang JHT. 

Kerugian dari tarif pajak penghasilan final adalah tidak memperhitungkan posisi wajib 

pajak (asas pemerataan). Namun, keunggulannya terletak pada kemudahan 

administrasi (Butar, 2010). 

Menurut Bankman (1987), penerapan tarif pajak pada JHT harus didasarkan pada 

keadilan distribusi, dengan memperhatikan bunga, moralitas dan keekonomian. Hal ini 

dapat dicapai dengan melakukan redistribusi pajak secara optimal melalui komitmen 

itikad baik terhadap keterlibatan masyarakat untuk sadar dan ikhlas dalam membayar 

pajak (Pohan, 2015: 56). Pemerintah perlu menyeimbangkan fungsi Anggaran dan 

Regularend agar jumlah yang diperoleh pengguna JHT kembali sesuai dengan komisi 

yang dibayarkan. Loronzo (2010) dan Burman (2014) menjelaskan bahwa masyarakat 

cenderung menabung lebih banyak daripada bekerja lebih lama dengan berpartisipasi 

dalam program kesejahteraan, terutama JHT, ketika ada ketidaksesuaian antara sumber 

daya pengganti dan premi yang dibayarkan. 

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan adanya fenomena kesenjangan diantara 

pemerintah dengan pengguna JHT terkait pengenaan tarif pajak pada saat mencairkan 

dana JHT. Fenomena tersebut tertarik untuk diteliti guna mengetahui sebarapa jauh 

dampak yang ditimbulkan dari pengenaan tarif pajak atas JHT terhadap kesejahteraan 

penggunanya dan juga terkait dengan pelaksanaan pencairannya. Oleh karena itu 
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penulis berjudul “Analisis Penghitungan dan Pencairan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palembang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada subbab sebelumnya, maka didapatkan 

rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah proses perhitungan pajak final dan pajak progresif pada JHT? 

2. Berapakah besaran penerimaan pajak bagi negara dari JHT? 

3. Apakah yang menjadi kendala dalam proses penarikan pajak dari JHT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada di 

atas yaitu berikut. 

1. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak final dan pajak progresif pada 

JHT di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak bagi negara dari JHT. 

3. Untuk mengetahui kendala yang terjadi ketika proses penarikan pajak JHT. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini 

yakni memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait 

dengan penghitungan dan pencairan pajak JHT peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sehingga mampu memberikan efek positif untuk 

diimplementasikan di masa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

untuk pihak-pihak yang terkait di bawah ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini 

yakni memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait 

dengan penghitungan dan pencairan pajak JHT peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Sehingga mampu memberikan efek positif untuk 

diimplementasikan di masa mendatang. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

untuk pihak-pihak yang terkait di bawah ini. 

a. Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sebagai tambahan ilmu dan 

informasi terkait dengan penghitungan dan pencairan Pajak JHT 

BPJS secara umum. 

b. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai saran dan masukan yang 

bersifat membangun agar kedepannya pelayanan terkait dengan 
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penghitungan dan pencairan Pajak JHT BPSJ dapat berjalan semakin 

baik. 

c. “Bagi mahasiswa, diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan 

juga informasi tentang” penghitungan daan pencairan “pajak JHT” 

BPJS.
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